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Nama Huruf Latin Nama
ا alif Tidakdilambangkan tidak  dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas)
ج jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titk di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk dibawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
xi
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah , apostof
ي ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda ( ̕ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah a a
 ِا kasrah i i
 ُا ḍammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َى fatḥah dan yā’ ai a dan i
 َْﻮﯨ fatḥah dan wau au a dan u
xii
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan






..... | َا َى. fatḥah dan alif
atau yā’ ā
a dan garis di
atas




ū u dan garis di
atas
4. Tā’ Marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang
transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau
mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu
terpisah, maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini
dilambangkan  dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi
tanda syaddah.
xiii
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh
huruf kasrah ( ّﻰِﯨ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah
menjadi (i).
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata
sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf
syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi
huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab ia berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah
kata,istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.
Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ)
xiv
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal),
ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada
awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan
huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal
dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).
xv
ABSTRAK
Nama : Tantri Indar Pratiwi
NIM : 10100115029
Judul : Analisis Pendapat Dosen dan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Dosen dan
Mahasiswa Uin Alauddin terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilu? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa
submasalah atau pertanyaan penelitian, Yaitu: 1). Bagaimana Bagaimana pendapat
Dosen UIN Alauddin Makassar Terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017?,
2)Bagaimana pendapat Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Terhadap undang-
undang nomor 7 tahun 2017?
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, hasil penelitian ini
menunjukan Pendapat Dosen Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum memiliki pendapat yang berbeda beda di kalangan Dosen
diantaranya ada yang sepakat dengan Undang-Undang tersebut, ada yang tidak
sepakat, dan ada pula yang memberikan usulan. Mayoritas pendapat Dosen menkritik
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada bagian Pelaksanan Pemilihan Umum
yang menurutnya tidak rasional. Pendapat Mahasiswa Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga memiliki pendapat yang berbeda beda di
kalangan Dosen diantaranya ada yang sepakat dengan Undang-Undang tersebut, ada
yang tidak sepakat, dan ada pula yang memberikan usulan.
Implikasi dalam penelitian Seharusnya dalam pemilihan anggota PPS atau
KPPS lebih di perketat terutamanya dari segi kemampuan fisik dan kesehatan serta
riwayat penyakit lainya yang di derita oleh calon anggota PPS dan KPPS. Keuangan
setiap peserta pemilu diawasi dengan ketat  oleh lembaga yang berwenang untuk
menecegah money politik ditengah masyarakat.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Menurut Muchsen Negara adalah suatu organisasi atau jabatan-jabatan
(ambeten organisate) maksudnya, hal itu merupakan pengertian yang abstrak,
konkritasinya nampak pada aktifitas jabatan-jabatan yang diadakan oleh negara yang
selanjutnyadisebut jabatan pemerintah, jabatan-jabatan ini di bentuk oleh negara
dalam rangka untuk mewujudkan suatu Negara.1
Negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat dan dalam
perkembanganya, masyarakat tidak mungkin melaksanakan pemerintahan melainkan
hanya sebagai pemegang kedaulatan. Dalam hal ini rakyat menyerahkan hak tersebut
kepada raja atau penguasa guna melaksanakan fungsi pemerintahan/melaksanakan
undang-undang. Bertumpu pula teori ini, dapatlah dianalisa, bahwa pemerintah
adalah suatu badan di dalam negara yang tidak berdri sendiri, melainkan bersandar
pada kepada rakyat yang berdaulat. Kemauan yang dimiliki oleh pemerintah volonte
de crops, ini harus sesuai dan mencerminkan volunte general (kehendak masyarakat)
1 Muchsen beberapa catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi
di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty 1981), h. 1.
2dari hasil musywarah, yang berarti ada kewajiban bagi penguasa untuk selalu
mengusahkan agar kepentingan masyarakat di penuhi.2
Terdapat tiga fungsi kekuasaan yang kita kenal secara klasik yaitu fungsi
legislatif, eksekutif dan yudikatif konsep ini juga dikenal sebagai trias politica
mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga fungsi kekuasaan
tersebut. Kenyataan dewasa menunjukan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan
itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat
dan saling mengendalikan sesuai dengan prinsip chek and blance.3
Selama lebih dari 200 tahun terakhir lembaga legislatif merupakan institusi
kunci (key institutions) dalam perkembangan politik negara-negara modern, menilik
perkembangan lembaga-lembaga negara, lembaga legislatif merupakan cabang
kekuasaan pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Dalam pandang C.F
Strong, lembaga legislatif merupakan kekuasaan pemerintah yang mengurusi
perbuatan hukum, sejauh hukum itu memerlukan kekutan undang-undang (statutory
force).4
Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
(selanjutnya disebut: UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa Majelis
2 Muchsen, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Perdilan Tata
Usaha Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty ,2007), h. 2.
3 Miriam Boediarjo, Dasar-dasa Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia,2008), h. 295.
4 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemenenter dalam
Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2010, h.1
3Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) terdiri atas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (selajutnya disebut DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah
(selanjutnya disebut DPD) yang dipilih langsung melalui pemilihan umum dan diatur
lebih lanjut oleh undang-undang.5
Hubungan di dalam MPR ini membentuk sistem bikameral yang menciptakan
hubungan chek and blance di dalam lembaga legislatif itu sendiri. Gagasan ini
menghendaki agar parlemen terdiri dari lembaga representasi politik (political
representation) yakni DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan lembaga representasi
territorial atau regional (Regional Reppresentation) yakni DPD (Dewan Perwakilan
Daerah).6
Selanjutnya pada tahun 2007, berdasrkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum,
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga dimaksudkan dalam agenda
pemilu Indonesia.7
Pemilihan umu merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi,
terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti indonesia, pranata itu
5 Deny Indriana, Amandemen  UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran, (Jakarta : PT.
Mizan Pustaka, 2007), h. 37.
6 Moh.Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konsitusi (Jakarta:
Rajawali Pres, 2011. Cet Ke-2. h. 68.
7 Hasbi Umar, “Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia : Pendekatan Terhadap Pemilu
DPR/DPRD, Jurnal Innovatio Vol. VII” , No.14 Edisi Juli-September 2008, h. 315.
4berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat,
keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintah secara teratur (LIPI, 1988).
Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita
kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu
dalam kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan
rakyat menjadi kedaulatan penguasa.8
Partisipasi dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting , karena dengan
berpartisipasi masyarakat bisa mengambil bagian dalam proses pemilihan baik secara
langsung maupun tidak langsungnya identik dengan musyawarah sesuai yang
terkandung dalam dalam firman Allah Swt QS. Asy-Syura/42 : 38.9
 َﻊِﻤُﺠَﻓ ُةَﺮَﺤﱠﺴﻟٱ ٖمۡﻮَﯾ ِﺖ َٰﻘﯿِﻤِﻟ ٖمُﻮﻠۡﻌ ﱠﻣ٣٨
Terjemahnya:
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami
berikan kepada mereka.”
Ayat ini telah menunjukkan betapa pentingnya musyawarah dalam kehidupan
bermasyrakat , karena dengan musyawarah kita bisa ikut berpartisipasi dalam
mengambil keputusan.
8 Mukhtie Fadjar, “ Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi”, (Malang: Setara
Press, 2013), h. 1.
9 Departemen Agama Republik Indonesia : Al-Qur’an dan Terjemahanya,  (Jakarta),  h. 789.
5Upaya Pemerintah di Era Reformasi patut dihargai terutama tekadnya untuk
menghidupkan prinsip demokrasi di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjuk dengan
keputusan untuk mengadopsi mekanisme pemilihan umum kepala daerah
(Pemilukada) secara langsung yang kemudian diatur dalam undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.10
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni:
“Analisis Pendapat Dosen dan Mahasiswa Uin Alauddin Makassar Terhadap
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”
1. Pendapat
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pendapat dapat diartikan
sebagai sebuah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.11
2. Dosen
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dosen dapat diartikan sebagai
tenga pengjar pada perguruan tinggi.12
10 Pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah.
11 KBBI offline. Versi 1.2. Ebta Setiawan. Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III. 2010.
12 KBBI offline. Versi 1.2. Ebta Setiawan. Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III. 2010.
63. Mahasiswa
Mahasiswa merupakan sebutan untuk seseorang yang sedang
menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi di
seperti sekolah tinggi,  akademi, dan yang paling umum ialah universitas
4. Uin Alauddin Makassar
Menurut Wikipedia Uin Alauddin Makassar adalah Perguruan tinggi
Islam Negri yang berada di Makassar.13
5. Undang-Undang
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Undang-Undang diartikan
sebagai ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintahan
(menteri,badan eksekutif,badan legislatif, dan sebagainya.14
6. Pemilu (Pemilihan Umum)
Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi15.
Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat
dalam kehidupan berenegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya
yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan.
C. Rumusan Masalah
13 KBBI offline. Versi 1.2. Ebta Setiawan. Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III. 2010.
14 KBBI offline. Versi 1.2. Ebta Setiawan. Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III. 2010.
15 Hasbi Umar, “Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia : Pendekatan terhadap Pemilu
DPR/DPRD “, Jurnal Innovatio Vol. VII, No. 14 Edisi Juli-September 2008, h. 315.
7Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok
permasalahan Analis Pendapat Dosen dan Mahsiswa Uin Alauddin Makassar
Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ?. Dari rumusan
pokok masalah tersebut, maka penulis mengangkat sub masalah, yaitu :
1. Bagaimana pendapat Dosen Uin Alauddin Makassar terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana pendapat Mahasiswa Uin Alauddin Makassar terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
D. Kajian Pustaka
Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang
berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa skripsi
dan hasil penelitian yang berkaitan dengan diantaranya:
Nila Dara Mustika, Nim : 2013061459 dengan judul skripsi “Implikasi
Presidential Theshold Dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.membahas tentang penguatan sistem
prsendential serta implikasi pemilu Tahun 2014 dan 2019.
Icmi Tri Handayani, Nim : B111 10 372 dengan judul Skripsi “ Tinjauan
Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan
Media Televisi Sebagai Media Kampanye”, membahas tentang regulasi yang ada
yang dapat mendukung penggunaan media Televisi sebagai media Kampanye.
8E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui sebab Dosen Setuju dan atau tidak setuju Terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. . Mengetahui sebab Mahasiswa Setuju dan atau tidak setuju  Terhadap
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Menjadi bahan refrensi untuk penelitian selajutnya.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan Ilmiah
Secara teoritis penelitian ini diharapakan dapat memberikan
sumbangsi pemikiran dan masukan bagi pengembangan khasanah ilmu
pengetahuan dibidang hukum,politik dan pemerintahan.
2. Kegunaan Praktis
Sebagai bahan informasi dan bahan masukan bagi praktisi, pemerhati
hukum,lembaga pemerintahan maupun lembaga legislatif di indonesia.
9BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
1. Pengertian Pemilihan Umum
Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi1. Dengan
demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan
berenegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan
mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan
dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan
dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.2
Setiap penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran
Pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap
penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya
disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta
Pemilu, kekurang cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakkan
kepada salah satu peserta Pemilu. Persoalan juga muncul karena adanya
penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu, seperti
pemalsuan identitas, intimidasi dan money politik kepada pemilih.Persoalan-
persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan
1 Hasbi Umar, “Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia : Pendekatan terhadap Pemilu
DPR/DPRD “, Jurnal Innovatio Vol. VII, No. 14 Edisi Juli-September 2008, h. 315.
2 Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo, h. 15.
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mekanisme penyelesaiannya (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas,
mengganggu kelancaran/kesuksesan Pemilu dan mengakibatkan rendahnya
kredibilitas serta legitimasi Pemilu.Pada gilirannya dapat mengancam dan
mengabaikan hak-hak konsitusional para peserta Pemilu dan masyarakat pada
umumnya.Begitu penting pelaksanaan Pemilu dalam negara demokrasi, sehingga
masyarakat menaruh harapan besar akan perbaikan pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya
untuk membentuk penyelenggara Pemilu yang kredibel dan independen, DPR
mengambil insiatif untuk mengubah UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan UU No. 22
Tahun 2007 khususnya mengenai Tim seleksi KPU dan Bawaslu, Kelembagaan KPU
dan Bawaslu, Penguatan Sekretariat, Saksi, Peran Pemerintah dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan
negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan
negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah
menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan
untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat (Waridah dkk 2003:7) Pemilihan umum
bagi negara demokrasi seperti negara Indonesia sangat penting artinya karena
menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/pengubah
personil–personil dalam lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat
dalam menentukan pemegang kekuasaan negara terutama pemegang kekuasaan
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eksekutif serta rakyat secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga
eksekutif khususnya dan lembaga negara lain pada umumnya.
Pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan beberapa kali antara lain
pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan 2004. Pemilihan
umum 1955 merupakan pemilihan umum yang pertama kali diadakan di Indonesia
yaitu pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu 1955 berasaskan pada
langsung, umum, bebas, rahasia dan kebersamaan. Dengan asas kebersamaan ini
setiap individu diakui kesamaan hak dan kedudukannya sesuai dengan prinsip
persamaan di depan hukum. Oleh karena itu pada pemilihan umum 1955 semua
wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan tidak ada yang diangkat.
Pada saat itu UUD yang dipakai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) masih bersifat sementara maka perlu disusun UUD yang baru. Pemilihan
umum 1955 yang dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet Burhanudin
Harahap diselenggarakan dua kali yaitu :
1. Pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR.
2. Pada tanggal 15 desember 1955 untuk memilih anggota konstituante, dimana
konstituante adalah badan yang bertugas menyusun UUD menurut ketentuan
UUDS 1950.
Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan
negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan
negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah
menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan
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untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat (Waridah dkk 2003:7) Pemilihan umum
bagi negara demokrasi seperti negara Indonesia sangat penting artinya karena
menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/pengubah
personil–personil dalam lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat
dalam menentukan pemegang kekuasaan negara terutama pemegang kekuasaan
eksekutif serta rakyat secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga
eksekutif khususnya dan lembaga negara lain pada umumnya.
Pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan beberapa kali antara lain
pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan 2004. Pemilihan
umum 1955 merupakan pemilihan umum yang pertama kali diadakan di Indonesia
yaitu pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu 1955 berasaskan pada
langsung, umum, bebas, rahasia dan kebersamaan. Dengan asas kebersamaan ini
setiap individu diakui kesamaan hak dan kedudukannya sesuai dengan prinsip
persamaan di depan hukum. Oleh karena itu pada pemilihan umum 1955 semua
wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan tidak ada yang diangkat.
Pada saat itu UUD yang dipakai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) masih bersifat sementara maka perlu disusun UUD yang baru. Pemilihan
umum 1955 yang dilaksanakan pada masa pemerintahan kabinet Burhanudin
Harahap diselenggarakan dua kali yaitu :
3. Pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR.
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4. Pada tanggal 15 desember 1955 untuk memilih anggota konstituante, dimana
konstituante adalah badan yang bertugas menyusun UUD menurut ketentuan
UUDS 1950.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilu (selanjutnya disingkat UU No. 15 Tahun 2011), mengamanatkan untuk
membentuk suatu lembaga negara baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP). DKPP adalah lembaga yang bertugas
menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu
kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP memiliki tugas dan wewenang
untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan
kredibelitaspenyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode
etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008  tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Pemilihan Umum Selanjutnya disebut
Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 30.
ﺎَﮭِﯾﻓ ُدِﺳُۡﻔﯾ نَﻣ ﺎَﮭﯾِﻓ َُلﻌَۡﺟَﺗأ ْآُوﻟﺎَﻗ َۖٗﺔﻔﯾِﻠَﺧ ِضَۡرۡﻷٱ ِﻲﻓ ٞلِﻋﺎَﺟ ِّﻲﻧِإ ِﺔَﻛِﺋٓ َٰﻠَﻣۡﻠِﻟ َكﱡﺑَر َلﺎَﻗ ِۡذإَو َٓءﺎَﻣ ِّدﻟٱ ُكِﻔَۡﺳﯾَو
 َنوَُﻣﻠَۡﻌﺗ َﻻ ﺎَﻣ َُمﻠَۡﻋأ ِّٓﻲِﻧإ َلﺎَﻗ ََۖكﻟ ُس َِّدُﻘﻧَو َكِدۡﻣَِﺣﺑ ُِّﺢﺑَُﺳﻧ ُنَۡﺣﻧَو٣٠
Terjemahnya :
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“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan
memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman:
Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"
Ayat ini mengandung makna bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai
wakil Allah untuk mengurus perkara-perkara yang ada di bumi dan menjadi setiap
manusia adalah pemimpin bagi dirinya dan sebagian lagi dipilih untuk menjadi
pemimpin diantara sesama umat manusia agar kehidupan di bumi menjadi lebih
teratur.
Adapun isi dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 yaitu:
a. Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu,adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provensi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/kota dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasrkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
c. Dewan perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan
Daerah Sebagaiamana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
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d. Dewan perwakilan daerah selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan perwakilan
daerah sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
e. Deawan perwakilan rakyat daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan
perwakilan rakyat daerah provensi dan Dewan perwakilan rakyat daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Komisi pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara
pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
g. Komisi pemilihan umu provensi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota,
selanjutnya disebut KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara pemilu di provensi
dan kabupaten/kota.
h. Panitia pemilihan kecematan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk
oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan atau
sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
i. Panitia pemungutan suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk
oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat desa atau
sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
j. Panitia pemilihan luar negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU  unutuk menyelengaraakan pemungutan suara di luar negeri.
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k. Kelompok penyelenggaraan pemungutan suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah
kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di
tempat pemungutan suara.
l. Kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri, selanjutnya disebut
KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan
pemungutan suara di luar negeri.
m. Tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakanya
pemungutan suara.
n. Tempat pemungutan suara luar negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat
dilaksanakanya pemungutan suara diluar negeri.
o. Badan pengawas pemilu selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas
mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik
indonesia.
p. Panitia pengawas pemilu provensi dan panitia pengawas pemilu kabupaten/kota ,
selanjutnya disebut panwaslu provensi dan panwaslu kabupaten/kota, adalaha panitia
yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wiliyah
provensi dan kabupaten/kota. Kecamatan, adalah pemilih yang dibentuk oleh
panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah
kecamatan.
q. Pengawas pemilu lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh panwaslu kecematan
untuk mengawasi penyelenggara pemilu di wilayah kecamatan.
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r. Pengawas pemilu lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh panwaslu kecamatan
untuk mengawasi penyelenggara pemilu di desa/kelurahan.
s. Pengawas pemilu luar negeri adalah petugas yang di bentuk oleh Bawaslu untuk
mengawasi penyelenggaraan pemiludi luar negeri.
t. Penduduk adalah warga negara indonesia yang berdomisili di wilayah republik
indonesiaatau di luar negeri.
u. Warga negara indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
v. Pemilu adalah warga negara indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas )
tahun atau lebihatau sudah/pernah kawin.
w. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provensi,
DPRD Kabupaten/kota dan perseorangan pemilu anggota DPD.
x. Para partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi
persyaratan sebagai peserta pemilu.
y. Perseorangan peserta pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan
sebagai peserta pemilu.
z. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih
dengan menawarkan visi,misi dan program peserta pemilu.
aa. Bilangan pembagi pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya disebut BPP DPR, adalah
bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik
peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 % (dua koma lima
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perseratus) dari suara sah secara nasional di suatu daerah pemilihan untuk
menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu.
bb. Bilangan pembagi pemilihan bagi kursi DPRD, selanjutnya disebut BPP DPRD,
adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah
kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai
politik peserta pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provensi dan DPRD
Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesaia Nomor 3
Tahun 1999 tentang pemilihan umum, pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan
rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan
UUD 1945. Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatang bagi para warga
negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang
mereka inginkan untuk dimiliki.3
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu diselenggarakan secara
demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan
pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi berdasarkan
undang-undang tersebut pemilu menggunakan azas sebagai berikut4 :
3 Ramah Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakrta : PT. Grasindo.4 Pemilihan Umum terdapat dalam http://www.e-dukasi.net /mol/m o_full.php ?
moid= 21 & fname=ppkn203_08.htm, diakses pada tanggal 26 Juli 2018
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a. Jujur: Bahwa penyelenggara/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta
pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang
terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Adil: Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan Parpol peserta
pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun;
c. Langsung: Yaitu rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan
suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
d. Umum: Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal
dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut
memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih;
e. Bebas: Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan
paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin
keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan
kepentingannya.
f. Rahasia: Yang berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa
pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Azas
rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan
suara yang secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak
manapun.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu
cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan yang
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dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak
mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak maupun  tekanan dari pihak manapun
juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam  pelaksanaan pemilu maka semakin
baik pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini meimbulkan anggapan yang menyatakan
bahwa semakin bannyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin
tinggi kader demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarkan pemilu.5 Sebagaimana
dalam Firman Allah dalam Qs. An-Nisa : 59.
 ُۡﻢﺘۡﻋَﺰ ََٰﻨﺗ ِنَﺈﻓ ۖۡﻢُﻜﻨِﻣ ِﺮَۡﻣۡﻷٱ ﻲِﻟُْوأَو َلﻮُﺳ ﱠﺮﻟٱ ْاُﻮﻌﯿَِطأَو َ ﱠ ٱ ْاُﻮﻌﯿَِطأ ْآُﻮﻨَﻣاَء َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ ﺎَﮭﱡَﯾﺄٓ َٰﯾ ﻲِﻓ
 َﺴَۡﺣأَو ٞﺮۡﯿَﺧ َﻚِﻟ َٰذ ِۚﺮِٓﺧۡﻷٱ ِمَۡﻮﯿۡﻟٱَو ِ ﱠ ِﭑﺑ َنُﻮﻨِﻣُۡﺆﺗ ُۡﻢﺘﻨُﻛ نِإ ِلﻮُﺳ ﱠﺮﻟٱَو ِ ﱠ ٱ ﻰَِﻟإ ُهوﱡدَُﺮﻓ ٖءۡﻲَﺷ ًﻼﯾِوَۡﺄﺗ ُﻦ٥٩
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Maksud dari Ayat diatas adalah setiap orang yang beriman
harus taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada pemimpin kita juga
harus taat jika pemimpin itu benar, berdasarkan al-qur’an dan al-
5 Syahrial Syarbaini, dkk. Sosiologi dan Politik.( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)  .h. 80.
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hadist, namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan l-qur’an dan
hadist kita boleh tidak menaatinya.
Demokrasi sebagai konsep dan praktik berenegara telah berlangsung selama
kurang lebih 2,500 tahun. Walaupun klaim  yang mengatakan demokrasi sebagai
sistem terbaik dalam berenegara masih terus diperdebatkan, namun tidak dapat
dipungkiri kalau jumah negara yang mengikatkan diri pada ide, prinsip, dan praktik
demokrasi. Mengapa demokrasi menjadi penting ? Mengapa demokrasi menjadi
konsep dan praktik pemerintah yang sangat memesona dibandigkan dengan konsep-
konsep pemerintah lainya? Davied Held (2007:305) punya jawaban atas pertanyaan
ini. Ia mengatakan, Demokrasi memiliki mekanisme dasar untuk dapat menolak atau
menerima konsepsi apapun apapun tentang kebaikan politik, dan sekaligus lebih bisa
menerima apa ang dibuat oleh masyarakat itu sendiri”. Dengan kata lain, pesona
demokrasi terletak pada kehendak rakyat dalam menentukan nasib merea sendiri
dalam dalam berbangasa dan berenegara. Secara sederhana dalam demokrasi
kedaulatan berada di tangan rakyat. Tentu saja apa yang disitir oleh Held tersebut
berlaku di negara-negara yang demokrasinya sudah terkonsilidasi dengan baik. Atau
negara yang telah menapaki fase demokrasi yang matang .
Pada umumnya, negara-negara penganut demokrasi mengikuti standar
internasional dalam menyelengarakan pemilu yang demokratis. Standar-standar
Internasional mengenai pemilu merupakan pertemuan antara hak-hak politik dan
kebebasan fundamental yang dibangun melalui pelbagi perjanjian, baik yang
bersifatuniversal dan regional. Perjanjian internasional tersebut juga merupakan
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bentuk komitmen politik di antara negara-negara di dunia. Beberapa perjanjian
internasional yang kerap dijadikan acuan bagi terwujudnya pemilu yang demokratis,
antara lain, sebagai berikut:
a. Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM).
b. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak sipil dan Politik (ICCR) tahun 1960.
c. Protokol konvensi Eropa tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Asasi tahun
1950.
d. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat tahun 1981.
e. Deklarasi Internasional tentang Kriteria Pemilu yang Bebas dan Adil (Paris
Declaration Inter-Parlementry Council), yang dihasilkan dalam pertemuan Dewan
Antar-Parlemen Ke-154, tanggal 26 Maret 1994.
Mengapa pada pelbagi perjanjian internasional tersebut, maka terdapat 15
kriteria yang diakui secara internasional sebagai alat untuk mengukur standar dari
suatu pelaksana pemilu,sebagaiamana yang disebutkan dalam standar-standar
Internasional Pemilu (International Electoral Standars). Kelima belas kriteria
tersebut adalah :
a. Penyusunan kerangka hukum;
b. Sistem pemilu;
c. Penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit pemilihan;
d. Hak memilih dan dipilih;
e. Badan pelaksana pemilu;
f. Pendaftaran Pemilu dan Pemilih Terdaftar;
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g. Akses kertas suara partai politik dan kandidat;
h. Akses kertas suara partai politik dan kandidat ;
i. Kampanye pemilu demokratis;
j. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye;
k. Pemungutan suara;
l. Penghitungan dan tabulasi suara;
m. Peranan wakil partai dan kandidat;
n. Pemantauan pemilu;
o. Kepatuhan dan penegakan hukum;
Kelima belas kriteria yang merupakan standar internasional selanjutnya
digunakan sebagai rujukan dan sekaligus pembandingan untuk mengetahui
penerapan kriteria-kriteria tersebut dalam kerangka hukum dan perundang-
undanagan di masing-masing negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian
internasional.
Indonesia sendiri mengenal prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu seperti yang
tertuang dalam pasal 22 E Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “ pemilu dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas dan rahasia “. Demikian pula pada Undang-Undang
(UU) Nomor 22 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD
Provensi dan DPRD kabupaten/kota, butir (b)yang menyatakan: “ Pemilihan umum
wajib menjamin tersalurkanya suara rakyat secara langsung umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil”.
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Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya dielaborasi lebih lanjut dalam asas-asas
penyelengaraan pemilu seperti yang tertuang dalam pasal 2 UU Nomor 15 tahun











Apabila pemilu yang menjadi sarana untuk mewujudkan partisipasi politik
warga negara dan partai politik dapat diwujudkan oleh penyelenggara pemilu yang
bersifat netral, terbuka, dan akuntabel dalam memperlakukan para partisipan pemilu,
maka perilaku demokratis tersebut niscaya dapat membangun kepercayaan semua
pihak untuk menerima pemilu dan demokrasi sebagai bagian dari kehidupan
berbangsa dan berenegara. Demikian juga. Jika para peserta pemilu dan termasuk
warga negara pemilih berkehendak untuk meningkatkan diri serta patuh terhadap
kerangka hukum pemilu yang ada, maka budaya politik demokrasi lewat pemilu
dapat dikembangkan ditengah-tengah masyarakat dan warga negara.
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Apa saja yang menjadi tugaspemilu biasanya bersumber pada upaya untuk
mempertemukan kapisatas adminstrasi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang
menjadi sifat alami dari proses pemilu. Beberapa hal penting berikut ini harus benar-
benar di perhatikan agar kapasitas administarsi yang dimiliki klop dengan sifa pemilu
itu sendiri, yaitu :
a. Pemilu adalah peristiwa yang bersiat nasional dan lokal.
b. Pemilu harus mudah diakses oleh semua orang.
c. Pemilu adalah proses politik dengan tensi yang tinggi dan dibatasi renggan waktu
yang ketat.
d. Pemilu adalah proses politik yang memubutuhkan biaya mahal;
e. Pemilu adalah suatu proses kerja yang taruhanya sangat mahal karena terkait dengan
kredibilitas dan bisnis kepercayaan.
f. Pemilu adalah peristiwa periodik dan berulang – ulang, sehingga sekali periode tidak
dipercaya, maka taruhan politiknya akan sangat besar.
g. Adminstrator pemilu haruslah beriorentasi politik daripada sekedar menjalankan
fungsi-fungsi nasioanal lainya.
h. Administartor pemilu haruslah seorang yang menguasai spesialisasi bidang tertentu,
seperti dalam pengaduaan logistik, perencanaan penegakan hukum, penguasaan
teritorial dan geografis, dan sebagainya.
i. Adminstrator pemilu harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan publik secara
universal maupun kebutuhan khusus dari para pemilu (disabilitas).
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j. Pemilu adalah proses kerja yang harus bisa diprediksi dan diatur dalam pengaturan
hukum yang dimengerti oleh semua pihak.
k. Pemilu adalah suatu proses yang muara akhirnya adalah usaha pembentukan sebuah
bangsa, dan bukan malah memecah belah bangsa.
Menurut Aurel Croissant, dalam prespektif politik sekurang-kurangnya ada
tiga fungsi pemilhan umum, yakni6 :
a. Fungsi Keterwakilan, Fungsi Keterwakilan merupakan Uregensi di negara demokrasi
baru dalam beberapa Pemilu.
b. Fungsi Integrasi, Fungsi ini menjadi kebutuhan negara yang
mengkonsilidasikandemokrasi.
c. Fungsi Mayoritas, Fungsi Mayoritas merupakan kewajiban bagi negara yang hendak
mempertahankan stabilitas dan kepemerintahan (governability).
2. Asas Pemilahan Umum
Pemilu diperlakukan sebagai salah satu mekanisme untuk mewujudkan prinsip
kedaulatan bagi rakyat. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan
menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program
yang akan dikembangkan nantinya. Oleh karena itu tujuan pemilu adalah terpilihnya
wakil rakyat untuk menjalanka tugas-tugas pemerintahan yang sesuai dengan apa
yang dipilih oleh rakyat itu sendiri.
6 Joko J, Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis, Cet ke -
1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, h. 18.
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Untuk mencapai tujuan itu, Pemilu harus dilaksanakan menurut asas tertentu,
asas-asas mengikat keseluruhan proses pemilu  dan semua pihak yang terlibat di
dalamnya, baik penyeenggara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah .














Penyelenggara pemilu, tentunya memiliki tujuan bagi rakyat, diantaranya7 :
a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib
dan damai.
7 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajafindo Persada, Jakarta, 2012,
h. 47.
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b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili
kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.
Menurut Sukarna pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara bebas ada
sepuluh, yakni8:
a. Aman. Dalam suatu negara  yang tidak aman tidak akan dapat dilakukan pemilihan
umum.
b. Tertib. Suatu pemilihan umumyang tidak berjalan tertib tidak akan menjamin suatu
hasil yang baik.
c. Adil. Suatu pemilahan umum dalam suatu negara demokrasi harus tetap menjunjung
tinggi keadilan yaitu tidak adanya penindasan dan paksaan.
d. Kemerdekann perorangan. Pemilihan umum yang bebas hanya akan dapat dilakukan
oleh undang-undang.
e. Kesejahteraan Masyarakat. Suatu masyarakat yang sejahtera yaitu bebas dari
kemiskinan dan ketakutan akan dapat melakukannya pilihannya secara bebas tanpa
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menganggu kemerdekaannya untuk
memilih.
f. Pendidikan. Dalam masyarakat yang warga negaranya sebagian besar buta huruf
akan sukar untuk dijalankan pemilihan umum secara bebas karena komunikasi dua
arah tidak bisa dijalankan secara sempurna.
8 Sukarna, Sistem Politik, Alumi, Bandung, 1981, h. 83.
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g. Terdapat partai politik dari satu. Pemilihan umum yang bebas hanya dapat
terselenggara apabila dalam negara itu terdapat lebih dari satu partai politik, sehingga
rakayat dapat memilih mana yang lebih cocok dengan pendirianya masing-masing.
h. Terdapat media pers yang bebas. Pers yang bebas merupakan syarat alat komunikasi
antara pemimpin politik dapat mengemukakan tujuan dari partainya tadi, maka
rakyat dapat menilai mana yang yang paling baik untuk pilihannya.
i. Terdapat open management. Suatu pemilihan umum yang bebas hanya dapat
terselenggara apabila negara itu menjalankan open management yaitu free social
support atau dukungan yang bebas dari masyarakat terhadap aparatur pemerintah dan
adanya free social reponcibility atau pertanggungjawaban yang bebas dari
kebohongan oleh pihak pemerintah.
j. Terdapat rule of law . suatu pemilihan umum yang bebas hanya dapat dilakukan oleh
negara yang menjalankan rule of law yaitu baik pemerintah maupun rakyat sama-
sama tak menjalankan undang-undang.
Pengertian dari makna asas-asas Pemilu Indonesia, apabila diterjemahkan
secara singkat, pada hakikatnya dipergunakan untuk memberikan landasan filosofi
bagi seluruh rangkaian proses penyelenggaraan pemilihan umum.
Kedua belas prinsip  pokok tersebut merupakan pilar-pilar  utama yang
menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai
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negara hukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya.
Kedua belas ciri tersebut adalah9:
a. Supremasi Hukum (Supremacy of Law);
b. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law);
c. Asas Legalitas (Due Process of Law);
d. Pembatasan Kekuasaan;
e. Peradilan bebas dan tidak memihak;
f. Organ-Organ Eksekutif Independen;
g. Peradilan Tata Usaha Negara;
h. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court);
i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
j. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat);
k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare Rechtsstaat);
l. Transparansi dan Kontrol Sosial.
Ketentuan mengenai pemilu ini hanya dikembangkan dari:
a. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat
dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu;
9 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH terdapat dalam
http://www.google.co.id/#hl=id&q=cir i+negara +hukum &meta= &aq=f&oq=ciri+negara
+hukum&fp=5af74f93a1d4314 7/ diakses tanggal 26 Juni 2018.
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b. Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang
sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan
bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 5 tahun;
c. Pasal 19 ayat 1 UUD 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal ini ialah pasal
yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu;
d. Pasal 19 ayat 2 UUD 1945, Susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-
undang. Undang-undang yang dimaksud berarti undang-undang yang mengatur
mengenai pemilu.
Pemilu yang merupakan ciri atau tanda demokrasi di suatu negara yang
demokratis menurut Ali Murtopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk
menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.10
3. Model Penyelenggara Pemilu dan perkembangannya di Indonesia
Model penyelenggara pemilu di Indonesia kerap berubah, hal tersebut
merupakan sesuatu yang wajar bila melihat dinamika politik yang cepat berubah dari
waktu kewaktu. Sebelum mengulas perkembangan model penyelenggara pemilu di
Indonesia, adabaiknya untuk melihat varian model penyelenggara pemilu yang
dikenal di dunia Internasional.
Dengan merujuk pada sumber ACE Project menyebutkan tiga model
penyelenggara pemilu yang dikenal secara umum yaitu :
10 Bintan. R. Saragih, Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia, Gaya Media




c. Model Campuran antara keduanya (mixed)
Sejak merdeka di tahun 1945, indonesia sudah melaksanakan pemilu sebanyak
11 kali, mulai dari pemilu pertama di tahun 2014 yang lalu. Lalu bagaimanakah
perjalanan pemilu di Indonesia dari masa- kemasa berikut ini adalah rangkumannya11
:
a. Pemilu 1955
Pemilu pertama yang di gelar di Indonesia pada tahun 1955 ini sering disebut
sebagai pemilu yang paling demokratis meskipun dilaksanakan dalam situasi yang
kondusif. Tak kurang dari 80 partai politik, organisasi, massa, dan puluhan kontestan
perorangan ikut serta dalam pemilu ini sebagai calon anggota DPR maupun Dewan
Konsituante.
Pemilu 1955 di gelar di dua periode. Pemilu pada tanggal 29 September 1955
adalah untuk memilih anggota DPR, dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih
anggota Dewan Komsituante. Anggota angkatan bersenjata dan polisi juga ikut
berpartisipasi dalam pemilu ini.
Pemilu peserta di Indonesia ini dapat dikatakan sukses dan berlangsung damai.
Tingkat partisipasi warga begitu tinggi. Suara sah saat pemilu mencapai 88% dari 43
juta pemilih. Sedangkan pemilih yang suaranya tidak sah atau tidak datang (golongan
putih) hanya sebesar 12,34%.
11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
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b. Pemilu 1971
Pemilu 5 Juli 1971 menjadi pemilu kedua dalam sejarah pemilu di Indonesia
atau pemilu pertama di masa Orde Baru.Pemilu saat itu di ikuti 10 partai politik, dan
satu golongan kekaryaan yang Golkar. Beberapa partai politik yang pernah menjadi
peserta pemilu dibubarkan misalnya Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan
Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pemilu 1971 menggunakan sistem proporsional dengan cara tertutup dan
semua kursi dibagi habis disetiap dapil. Dalam pemilu ini Golkar keluar sebagai
pemenenang dengan mengantongi 62,8 % suara (2,36 kursi DPR) disusul dengan
partai lain seperti Nahdatul Ulama (NU), Parmusi, PNI, dan Partai Syarikat Islam
Indonesia (PSII).
Banyak perdebatan diantara pakar sejarah politik mengenai kader demokrasi
dalam pemilu 1971 ini, karena begitu banyak indikator terkait dengan pemilu yang
demokratis tidak terpenuhi bahkan ditinggalkan sama sekali. Hal ini tidak terlepas
dari proses turitorial kepemimpinan yang diawali peristiwa berdarah pada 1965, yang
kemudian membuat politik Indonesia disebut-sebut masuk kedalam sebuah era
pretorianismr militer, era dimana militer selalu mempunyai peran penting dalam
menjaga serta mempertahankan kekuasaan. Nilai tumbuh dalam pelaksanaan pemilu
ini adalah menurunya angka golongan putih (golput) menjadi 6,67 %. Penurunan ini
tidak terlepas dari kampanye agar jangan golput.
c. Pemilu 1977
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Pemilu ketiga dalam sejarah Indonesia digelar pada 2 Mei 1977 sistem yang
digunakan tidak berebeda jauh dengan yang diterapkan pada pemilu 1971, yaitu
menggunakan sistem proporsional. Ciri khas pelaksanaan sistem pemilu 1977 adalah
penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu menjadi tiga, yakni PPP, PDI, dan
Golkar. Hal ini merupakan kesepakatan antara pemerintah bersama-sama dengan
DPR yang dimaksud dengan lahirnya UU Nomor 3 tahun 1975 tentamg partai politik
dan golkar. Dari segi angka, pemilu 1977 berhasil menjaring 70 juta lebih pemilih
dengan hampir 64 juta suara yang sah (90,93).
d. Pemilu 1982
Pemilu di tahun 1982 di gelar serentak pada 4 Mei. Sistem dan tujuan yang
dipakai sama dengan pemilu tahun 1977. Pemilu ini adalah untuk memilih anggota
DPR dengan komposisi yang sedikit berbeda. Hanya 364 anggota DPR yang dipilih
langsung oleh rakyat. Sementara 96 orang diangkat  oleh presiden. Acuan pemilu ini
adalah UU Nomor 2 tahun 1980.
e. Pemilu 1987
Pemilu berikutnya di helat pada tahun 1987, persisnya di tanggal 23 April
1987. Sistem dan Tujuan pemilihan yang ditetapkan di tahun pemilihan ini masih
sama dengan pemilu sebelumnya, yaitu proporsional dengan varian party-list. Untuk
memilih anggota parlemen. Total Kursi yang tersedia adalah 500 kursi. Dari Jumlah
tersebut, 400 orang dipilih secara langsung, dan 100 diangkat oleh presiden Soeharto.
Pada pemilu kali ini, tercatat lebih dari 93 juta pemilih ambil bagian dari jumlah
tersebut, sekitar 85 juta (91,32%) suara dinyatakan sah.
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f. Pemilu 1997
Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir pada masa order baru pemilu di tahun
ini diadakan pada 29 Mei 1997. Sistem dan tujuan penyelengaraan pemilu masih
sama dengan variant party list.
Pada 7 Maret 1997, sebanyak 2, 289 kandidat calon anggota legislatif (Caleg)
telah disetujui untuk bertarung guna memperoleh kursi parlemen.
g. Pemilu 1999
Pemilu 1999 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan setelah order baru
tumbang. Pemilu dilangsungkan pada 7 juni 1999. Sistem politik Demokrasi Liberal
mewarnai pemilu kali ini. Maksudnya jumlah partai peserta pemilu tidak dibatasi
seperti pemilu-pemilu di masa orde baru yang hanya terdiri dari tiga konsten pemilu
yakni dua partai dan satu golongan karyaan.
h. Pemilu 2004
Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada 5 April 2004 untuk memilih
Anggota DPR, 128 Anggota DPD, Serta Anggota DPRD Provensi dan DPRD
Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009. Sedangkan pemilu
untuk memilih secara langsung presiden dan wakil presiden masa bakti 2004-2009.
Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena untuk
pertama kalinya diberi kesempatan untuk memilih presidenya secara langsung.
i. Pemilu 2009
Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga di masa reformasi. Pemilu di tahun ini
diselenggarakan secara serentak pada 9 April 2009 untuk memilh 560 anggota DPR,
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132 anggota DPD, serta anggaran DPRD Provensi maupun DPRD Kabupaten/Kota
se-Indonesia untuk masa jabatan 2009-2014.
Pada pemilu ini jumlah golput meningkat amat signifikan., dimana hampir 50
juta suara sah atau sekitar 30 juta tidak digunakan jumlah angka golut tersebut masih
lebih kecil dari hasil survei yang bertebaran sebelum pemilu, yang memprediksi
bahwa angka golput akan berada di kisaran 40%.
j. Pemilu 2014
Pemilu 2014 merupakan pemilu keempat di era Reformasi. Pemilu 2014
melahirkan konstelasi politik baru. Presiden SBY yang sudah menjadi presiden dua
periode tidak dapat mencalonkan kembali. Sehingga para partai pendukung utama
SBY selam dua periode itu yaitu, Partai Demokrat, sempat gemang ketika harus
mencari figur lain sebgai bakal calon presiden.
Periode kedua pemilu 2014 adalah pemilihan Umum Presiden (Pilpers) untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia masa bakti 2014-2019. Pilper ini
digelar pada 9 Juli 2009, sesuai dengan keputusan KPU pada 22 Juli 2014, hasil
akhir pilpers menujukkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Yang diusung koalisi
Indonesia Hebat (KHI) memenangkan perolehan suara sebanyak 70.997.833
(53,15%), mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung
koalisi  Merah Putih (KMP) dengan peroleh suara sebanyak 62.576.444 (46,85%).
k. Pemilihan Legislatif Pemilu 2019
Pemilu 2019 akan diikuti oleh 15 (empatbelas) partai politik terdiri dari 11
(sebelas) partai lama dan 4 (empat) partai baru serta 4 (empat) partai lokal Aceh
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yang telah lolos Verifikasi KPU. Partai peserta Pemilu 2019 tersebut antara lain
PDIP, Golkar, PD, PKB, PKS, PPP, Gerindra, Nasdem, Hanura, PAN dan yang
terakhir PBB yang merupakan partai lama peserta Pemilu 2014, sedangkan partai
baru yang lolos verifikasi dan menjadi peserta Pemilu 2019 antara lain Partai Garuda,
Berkarya, Perindo dan PSI. Partai Lokal Aceh yang menjadi peserta Pemilu 2019
antara lain Partai Aceh, Partai Nangroe Aceh, Partai SIRA dan Partai Daerah Aceh.
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran,
Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, partai politik
untuk lolos verifikasi faktual antara lain harus mempunyai kepengurusan di seluruh
Provinsi dan mempunyai kepengurusan Kabupaten / Kota paling sedikit 70 persen
serta kepengurusan tingkat kecamatan paling sedikit 50 persen.
Persyaratan lainnya adalah keterwakilan perempuan dengan batasan minimal
30 persen pada semua tingkatan kepengurusan serta mempunyai anggota minimal
1.000 atau 1 per 1.000 dari jumlah penduduk dan dapat dibuktikan dengan KTA dan
KTP Elektronik / Surat Keterangan.12
Seperti yang kita ketahui semua partai politik calon peserta Pemilu 2019 baik
partai politik lama maupun baru harus mengikuti verifikasi faktual KPU
sebagaimana Keputusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mengabulkan
permohonan uji materi pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
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Pemilihan Umum, yang berarti semua partai politik, termasuk 12 parpol peserta
Pemilu 2014, harus mengikuti verifikasi faktual oleh KPU.
Sistem pemilihan yang dipergunakan pada Pemilu 2019 nanti akan
menggunakan Sistem Proporsional Terbuka, yang berbeda adalah penghitungan
penentuan kursinya. Penghitungan penetapan kursi dilakukan dengan metode Saint
League. Metode ini memiliki bilangan tetap untuk membagi perolehan suara masing-
masing partai dengan logika jumlah perolehan suara tertinggi dari hasil pembagian di
urutkan sesuai dengan alokasi kursi yang disediakan dalam satu daerah pemilihan,
berhak untuk memperoleh kursi. Metode Saint League menggunakan nilai rata-rata
tertinggi.
Kursi-kursi yang tersedia pertama-tama akan diberikan kepada partai politik
yang mempunyai jumlah suara rata-rata tertinggi, kemudian rata-rata tersebut akan
terus menurun berdasarkan nilai bilangan pembagi.
Demikian terus berlanjut sampai semua kursi terbagi habis. Nilai pembagi
yang dipakai adalah bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dst kemudian setiap pembagian akan
ditentukan peringkat berdasarkan nilai terbanyak. Jumlah kursi ditentukan
berdasarkan peringkat, jika suatu daerah pemilihan (dapil) terdapat alokasi 3 kursi
maka peringkat 1 sampai 3 akan mendapatkan kursi pada Dapil tersebut.
Yang perlu kita ketahui pada Pemilu 2019 akan ada penambahan kursi DPR
sebanyak 15 kursi sehingga jumlah anggota DPR bertambah dari 560 kursi menjadi
39
575 kursi. Tambahan 15 kursi DPR akan didistribusikan di beberapa provinsi yang
berada di luar Jawa seperti Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat,
Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat.
Selain itu pada pemilu 2019 ambang batas parlemen (parlementary treshold)
yaitu ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen
dinaikkan prosentasenya menjadi 4,0 persen sedangkan pada pemilu 2014 ambang
batas ini hanya 3,5 persen. Dengan sendirinya partai partai yang memperoleh suara
sah secara nasional kurang dari 4,0 persen tidak bisa memiliki kursi di DPR.
Sedangkan di DPRD semua suara sah partai politik akan tetap diperhitungkan
dalam menentukan perolehan kursi masing-masing partai tidak dipengaruhi oleh
ambang batas parlemen.
4. Pemilihan Anggota DPD Pemilu 2019
Pemilu 2019 akan memilih 132 anggota DPD sebagai wakil daerah. Untuk
pemilihan anggota DPD, pesertanya adalah perseorangan non partisan dengan
persyaratan mendapatkan dukungan minimal di propinsi (Dapil) masing-
masing. Dukungan minimal ini berbeda -beda tergantung jumlah pemilih yang
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Dapil tersebut, kisaran dukungan
minimal adalah antara 1.000 - 5. 000 pemilih, tersebar paling sedikit pada 50 persen
Kabupaten / Kota pada Dapil tersebut.
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Untuk propinsi dengan jumlah pemilih dalam DPT 1.000.000 pemilih
dukungan minimal 1.000 pemilih; untuk jumlah pemilih 1.000.000 -- 5.000.000
dukungan minimal 2.000 pemilih; jumlah pemilih 5.000.000 -- 10.000.000 pemilih
dukungan minimal 3.000 pemilih; jumlah pemilih 10.000.000 -- 15.000.000 pemilih
dukungan minimal 4.000 pemilih dan jumlah pemilih lebih dari 15.000.000 pemilih
dukungan minimal 5.000 pemilih. Daftar dukungan ini dilengkapi dengan tanda
tangan atau cap jempol serta foto copi KTP setiap pendukung.
Pemilihan anggota DPD mengunakan sistem pemilihan Distrik Berwakil
Banyak, dengan propinsi sebagai distrik dan masing-masing propinsi memiliki 4
(empat) wakil daerah di DPD. Calon anggota DPD yang memperoleh kursi adalah
calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak urutan 1 (satu) sampai 4
(empat) pada masing-masing daerah pemilihan (Dapil).
5. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019.
Pemilu 2019 merupakan pemilihan yang berbeda dibandingkan dengan pemilu-
pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Anggota DPR termasuk DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten / Kota serta DPD. Pada pemilu sebelumnya Pilpres dilaksanakan
sesudah Pileg sehingga akan terlihat jelas berapa kursi / suara sah yang diperoleh
oleh masing-masing partai peserta pemilu.
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Pada Pemilu 2019 nanti partai atau gabungan partai politik yang berhak
mengajukan pasangan calonnya adalah partai / gabungan partai politik yang mampu
memenuhi presidential treshold yaitu minimal mempunyai 20 persen kursi DPR atau
memiliki 25 persen suara sah nasional berdasarkan hasil Pemilu 2014.
Seperti yang kita ketahui pada Pemilu 2014 diikuti 12 (duabelas) partai
termasuk PKPI yang pada Pemilu 2019 ini tidak lolos Verifikasi KPU. Akibatnya
nanti hanya ada 11 (sebelas) partai peserta Pemilu 2014 dan yang sekarang lolos
verifikasi KPU menjadi peserta Pemilu 2019 yang bisa mengajukan pasangan calon
presiden dan wakil presiden, sedangkan 4 (empat) partai baru yang akan menjadi
peserta Pemilu 2019 seperti Partai Garuda, Partai Berkarya, Perindo dan PSI dengan
sendirinya tidak bisa mengusung calon Presiden dan Calon Wakil Presiden karena
4 (empat) partai ini bukan peserta Pemilu 2014.
Ini tentu sedikit banyak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, 4
(empat) partai baru tersebut walaupun memperoleh suara sah dan atau memperoleh
kursi di DPR dengan sendirinya tidak punya hak untuk mencalonkan pasangan calon
presiden dan wakil presiden.
Pada Pemilu 2019 nanti pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan
oleh partai politik atau gabungan partai politik paling lama 8 (delapan) bulan
sebelum pelaksanaan pemilu digelar dengan memperhitungan ambang batas
pencalonan sesuai hasil Pemilu 2014. Ini tentu berbeda dengan Pemilu 2014 di mana
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pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sesudah pemilu
legislatif digelar untuk memastikan pemenuhan persyaratan presidential treshold.
Persyaratan ambang batas presiden (presidential treshold) ini pada Pemilu
2019 sudah diatur pembatasan ambang batas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7
Tahun 2017 Pasal 229 Ayat 2 dimana disebutkan bahwa KPU menolak pendaftaran
pasangan calon apabila pendaftaran satu pasangan calon yang diusung oleh gabungan
semua partai politik atau satu pasangan calon yang diusung oleh gabungan beberapa
partai politik yang menyebabkan gabungan partai politik lainnya tidak dapat mampu
mengajukan pasangan calon.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Sistem Dua Putaran
(Two Round System) dimana Putaran Kedua dilakukan manakala tidak ada pasangan
calon yang mampu meraih suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pilpres
dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah propinsi di Indonesia.
Demikian sedikit gambaran mengenai penyelenggaraan Pemilu 2019 yang
berbeda dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya dimana
Pemilihan DPR, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden dilakukan serentak di
seluruh wilayah dalam waktu yang bersamaan.
Harapan kita semua agar pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik sebagaimana
tahapan yang telah ditetapkan KPU, pelaksanaanya senantiasa menjunjung tinggi
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profesionalissme, transparan, akuntabel dan berintegritas sehingga dapat memilih
wakil rakyat dan pemimpin yang berintegritas dan mempunyai legitimasi yang kuat.
6. Undang-Undang(UU) No. 7 Tahun 2007 Tentang Pemilu
UU Pemilu telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus
2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum disetujui dalam Rapat Paripurna DPR-RI tangal 21 Juli
2017 ini terdiri atas 573 Pasal, Penjelasan dan 4 Lampiran. 414 halaman Batang
Tubuh UU Pemilu 2017 dan 127 Penjelasan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal
573 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan Pasal 572 UU Pemilu 2017
menegaskan "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."
Setelah melalui pembahasan bersama antara Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, akhirnya Rancangan Undang-Undang
(RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) resmi diundangkan menjadi Undang-
Undang (UU) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
RUU Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan Dalam paripurna yang berlangsung
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hingga lewat tengah malam pada Jumat (21/7/2017) menjadi UU lewat paripurna
DPR yang diwarnai aksi walk out. Sedikitnya ada 5 isu krusial di UU Pemilu yang
menjadi pijakan untuk Pemilu 2019 .
7. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan dalam Pasal
570 bahwa UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum peraturan sebelumnya
yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 7 / 2017 tentang
Pemilu adalah:
Adapun Lima isu krusial dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu  adalah
ambang batas presidential atau presidential threshold, ambang batas parlemen atau
parliamentary threshold, alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan (dapil),
metode konversi suara pemilu legislatif, dan sistem pemilu. Yang penjelasannya
adalah sebagai berikut.
a. Presidential Threshold: 20-25 Persen
Presidential threshold adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan
partai politik untuk pengajuan presiden atau wakil presiden. Presidential threshold
20-25% maksudnya adalah parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen
jumlah kursi di DPR dan/atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu sebelumnya.
Isu presidential threshold merupakan isu yang paling menimbulkan perdebatan di
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antara lima isu krusial lainnya. Hingga diputuskan, isu ini masih menuai pro kontra
tak hanya dari luar parlemen, tetapi juga di internal parlemen.
Presidential threshold yang akhirnya diputuskan adalah 20-25 persen, yakni 20
persen suara kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Ketentuan ini sudah
diberlakukan pada Pemilu 2009 dan 2014 lalu. Akan tetapi, pada dua pemilu
sebelumnya, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden tidak digelar
secara serentak.
Pemilu legislatif yang dilaksanakan lebih awal, dan hasilnya dijadikan "modal"
dalam mengusung calon presiden pada pemilihan presiden. Sementara pada Pemilu
2019 mendatang, Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan serentak pada hari dan jam
yang sama.
Sebagai gambaran, pada Pilpres 2014, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla
diusung oleh PDI-P (18,95 persen suara), PKB (9,04 persen suara), Nasdem (6,72
persen suara), Hanura (5,26 persen suara), dan PKPI (0,91 persen). Jika
digabungkan, suara lima partai tersebut melebihi 25 persen. Gabungan atau koalisi
partai-partai itu dapat mengajukan calon dan calon wakil presiden.
Sementara, jika dihitung berdasarkan perolehan kursi parlemen, kursi
gabungan empat partai (minus PKPI yang tak lolos ke DPR) berjumlah 208 kursi.
Jumlah tersebut cukup untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres karena
mininum kursi yang harus dikantongi untuk mencalonkan adalah 112 kursi. Jika
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sesuai dengan hasil yang diputuskan DPR, maka yang digunakan adalah hasil
pemilihan legislatif 2014.
Dengan demikian, cara perhitungan tak akan jauh berbeda. Akan tetapi, poin
ini menuai pro dan kontra karena sejumlah kalangan menilai hasil Pemilu 2014
sudah tak bisa digunakan untuk Pilpres 2019.
Partai Gerindra yang menolak usulan presidential threshold 20-25 persen
bahkan menyebutnya dengan istilah "tiket usang".
b. Parliamentary Threshold: 4 Persen
Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara partai politik
untuk bisa masuk ke parlemen. Ini berarti parpol minimal harus mendapat 4 persen
suara untuk kadernya bisa duduk sebagai anggota dewan.
Artinya, naik 0,5 persen dari Pemilu 2014 lalu. Sehingga, partai yang
perolehan suaranya tak mencapai 4 persen pada pemilihan legislatif tak akan lolos
sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Untuk
DPR RI, misalnya. PBB dan PKPI tak bisa lolos pada 2014 lalu karena perolehan
suaranya tak mencapai 3,5 persen. PBB hanya memperoleh 1,46 persen suara
sedangkan PKPI hanya 0,91 persen suara. Poin ini telah disepakati oleh semua fraksi
di parlemen. Berbeda dengan poin presidential threshold yang dianggap sudah tak
relevan karena pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019 dilaksanakan serentak.
c. Sistem Pemilu: Terbuka
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Sistem proporsional terbuka berarti di kertas suara terpampang nama caleg
selain nama partai. Pemilih juga bisa mencoblos langsung nama caleg yang
diinginkan. Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem yang cenderung
membebaskan pemilih untuk memilih calon yang diinginkannya.
Calon legislatif terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak dari
pemilih.
Sistem ini banyak diusulkan oleh pengamat pemilu karena dianggap lebih
demokratis dan tingkat partisipasi masyarakat akan lebih tinggi.Alasannya, pemilih
bisa memilih langsung wakilnya.Sistem ini baru benar-benar diterapkan pada Pemilu
2009 dan Pemilu 2014.
d. Dapil Magnitude: 3-10
Dapil magnitude atau alokasi kursi per dapil yakni rentang jumlah kursi
anggota DPR di setiap daerah pemilihan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor
8/2012 disebutkan jumlah kursi di setiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi
dan paling banyak 10 kursi. Hal ini yang disepakati.
Poin alokasi kursi per dapil atau district magnitude yang diketok DPR sama
seperti Pemilu sebelumnya, yakni 3-10.Artinya, jumlah minimum kursi dalam
sebuah dapil adalah 3 kursi, sedangkan jumlah kursi maksimumnya adalah 10 kursi.
Tak banyak yang berubah dari poin ini karena sama seperti pemilu sebelumnya.
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Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sempat berkembang
perubahan alokasi kursi per dapil.Sempat mengemuka menjadi 3-8 atau bahkan
bertambah menjadi 3-12.Dengan dinamika pembahasan yang tinggi, muncul pula
pertimbangan lain di Pansus. Jika alokasi kursi diubah konfigurasinya, maka akan
menambah kerumitan karena diperlukan penataan ulang daerah pemilihan. Padahal,
dinamika yang ada sudah cukup tinggi.
e. Metode Konversi Suara: Sainte Lague Murni
Metode konversi suara mempengaruhi jumlah kursi setiap parpol yang lolos ke
DPR. Metode sainte lague murni menerapkan bilangan pembagi suara berangka
ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode sainte lague ini dalam melakukan
penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak
memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar.
Dalam mengonversi suara menjadi kursi, metode sainte lague modifikasi
membagi jumlah suara tiap partai di suatu dapil dengan empat angka konstanta
sesuai rumus. Konstanta awalnya dimulai dengan angka 1. Kemudian, akan dibagi
sesuai dilanjutkan dengan angka ganjil berikutnya. Setelah itu, hasilnya diperingkat
sesuai dengan jumlah kursi dalam suatu dapil. Jika jumlah kursi di dapil tersebut 10,
maka akan dibuat 10 urutan. Metode ini baru diterapkan di Indonesia. Pada pemilu-
pemilu sebelumnya, metode yang digunakan adalah metode bilangan pembagi
pemilih (BPP). Metode BPP adalah menentukan jumlah kursi dengan mencari suara
per kursi terlebih dahulu. Caranya, membagi total suara sah dengan total kursi yang
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ada di suatu daerah pemilihan (dapil). Metode ini cenderung menguntungkan partai
menengah dan kecil. Sebab, peluang mereka mendapatkan kursi sisa lebih terbuka.
Sebaliknya, partai besar akan cenderung dirugikan.
Metode sainte lague murni oleh sebagian pihak dinilai lebih adil. Partai dengan
perolehan suara besar akan mendapatkan lebih banyak kursi, sedangkan partai
dengan perolehan suara kecil tentu akan mendapatkan kursi yang lebih sedikit pula.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) salah satu yang menilai
metode sainte lague murni lebih adil, metode tersebut akan memberikan keadilan dan
proporsionalitas suara terhadap partai politik peserta pemilu. Sehingga, lebih
terjamin proporsionalitas antara jumlah perolehan suara parpol dengan jumlah kursi
yang didapat.
B. Tinjauan Umum Pemilihan Umum di Indonesia dan Tujuan Pemilihan Umum
Ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dilaksanakan pemilu di
Indonesia, diantaranya adalah13 :
a. Sebagai sarana untuk dapat melaksanakan reformasi dalam berbagai bidang
kehidupan, khususnya reformasi dalam bidang politik.
b. Membentuk lembaga permusyawarah / perwakilan rakyat agar dapat
berpartisipasi dalam pemerintahan.
13 Abubakar, H Suardi, drs, dkk. Ke Madani warganegaraan Menuju Masyarakat. Jakarta :
Yudhistira, 2004, h. 26
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c. Melaksanakan asas kedaulatan rakyat sesuai sila keempat Pancasila  yaitu
kerakyatan yang dimpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
dan perwakilan.
d. Melaksanakan hak politik warga negara Indonesia
Pemilu yang demokratis merupakan suatu cara untuk menyatakan diri sebagai
negara demokrasi karena suatu negara dikatakan demokratis apabila memenuhi dua
asas pokok pemerintahan demokrasi yaitu :
a. Adanya pengakuan hak asasi manusia.
b. Adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk
pemilu yang demokratis.
Dasar hukum pemilihan umum adalah :
1.Pancasila
2 . Undang-Undang Dasar 1945
3. Ketetapan MPR tentang GBHN
4 . Ketetapan MPR tentang Pemilu
5. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu
Landasan pemilu di Indonesia meliputi :
1. Landasan Idiil pemilu adalah Pancasila
2. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945
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3. Landasan Operasional adalah
4. Ketetapan MPR NO. III / MPR / 1998
5. UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik
6. UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu
Pada dasarnya ada beberapa tujuan yang mendasari pelaksanaan pemilu di
Indonesia diantaranya14 :
a. Untuk memilih anggotar DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten / kota.
b. Melaksanakan demokrasi Pancasila.
c. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
d. Untuk mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Melaksanakan hak politik warga negara Indonesia.
f. Menjamin kesinambungan pembangunan.
g. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
h. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam negara.





A. Lokasi dan Jenis Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Uin Alauddin Makassar
dengan objek penelitian beberapa Dosen dan Mahasiswa Uin Alauddin Makassar,
untuk memperoleh informasi dan data mengenai pendapat Dosen dan Mahasiswa
terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilahan Umum (Pemilu)
yang terpenting adalah mendapatkan informasi yang akurat mengenai pendapat
terhadapa UU Nomor 7 tahun 2017 dengan merujuk Undang-Undang Dasar 1945.
2. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif yang diharapkan
dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang
berhubungan dengan permasalahan tentang dampak dari berlakunya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) setelah gambaran tersebut
diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara
intensif, terinci dan memberikan gambaran mendalam terhadap seseorang, kelompok,
suatu organisasi atau lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu yang bertujuan
untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subyek yang




Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah pendekatan yuridis, dan pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya
pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek
atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan
sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang
mempunyai akibat hukum.
C. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah data lapangan melalui field research, yaitu bahan atau data yang diperoleh
dari lapangan selain buku, kitab, majalah, jurnal dan lain-lain.
D. Metode pengumpulan data
1. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan
jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan
demikian, wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “open ended” (wawancara
yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada
pendalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.1 Dalam hal ini
peneliti akan melakukan wawancara dengan para Dosen dan Mahasiswa Uin
1Dedi Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2002) , h. 180.
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Alauddin Makassar yang berjumlah 8 Fakultas yaitu Fakultas Syariah dan Hukum,
Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas
Tarbiyah dan Keguruaan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Adab dan
Humaniora, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Keperawatan dengan 8 Orang dari Dosen dan 8 Orang dari Mahasiswa.
E. Instrumen Pengumpulan Data
Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang
bagaimana pendapat Dosen dan Mahasiswa terhadap Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum (Pemilu). Adapun instrumen pengumpulan
data yang digunakan adalah Pedoman Wawancara, Daftar Pertanyaan, Hand Phone
dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penelitian ini. Informasi dapat diperoleh
dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis dengan para Dosen dan
Mahasiswa Uin Alauddin Makassar.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang
menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari
hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode
deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan
maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali
kemudian disimpulkan secara sistematis. Teknik pengolahan data yang digunakan
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A. Pendapat Dosen UIN Alauddin Makassar Terhadap Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
1. Penyelenggara Pemilu
Menurut Dr. Ahmad Musyahid, M.Hi bahwa Undang-Undang ini perlu di
perbaharui karena menimbulakan banyak kritik dalam masyarakat hal ini berkaitan
dengan sejumlah pihak tidak mengantisipasi beban kerja para Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), menenggelamkan informasi tentang
kandidat caleg, dan membuat hak memilih warga negara indonesia diluar negeri
hilang, seharusnya pemilu serentak baik tingkat nasional maupun tingkat daerah agar
dipisahkan saja dalam 2 jenis .1
Menurut Dr. Rahmat M.pd.i dalam menyelenggarakan Pemilu, seharusnya
penyelenggaran Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas
sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraanya harus memenuhi prinsip
sebagaimana dikatakan oleh yaitu harus : mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum,
tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien, kemudian dalam Harapan
dari Dr.Rahmat M.pd.i sistem pemilu  harusnyan Pemilihan Umum dilakukan secara
1 Dr. Ahmad Musyahid, M.Hi, Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum, Gowa 14  Mei 2019
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terpisah yakni Pemilihan Legislatif dahulu baru kemudian Pemilihan Umum
Eksekutif dilakukan setelahnya sehingga proses pemilihan lebih kondusif.2
Menurut Dr.Muh. Anwar Hafid Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 harusnya KPU
selektif dalam memilih dan merecrutmen anggota KPPS atau PPS seharusnya tidak
hanaya melihat dari riwayat pendidikan dan riwayat kesehatan jasmani dan
rohaninya saja melainkan perlu ada tes kesehatan, fisik maupun riwayat penyakit apa
yang telah diderita sehinngga untuk pemilu berikutnya tidak terlalu membebani
kesehatan para anggota kpps dan pps.3
Semestinya dalam perecrutan KPPS dan PPS lebih selektif dalam
memonitoring proses rekrutmen terutama pada tes kesehatan para calon anggota
KPPS dan PPS.
Menurut Dr.H.Kamaluddin Tadjibu, M.Ag Undang- Undang Nomor 7 tahun
2017 perlu di ubah atau di revisi sebaik mungkin seperti yang terjadi sekarang ini
menyebabkan ratusan petugas pemilu dan aparat keamanan meninggal dunia dan
terbaring sakit. Melihat dari apa yang sudah terjadi sekarang ini semestinya para
tokoh dan LSM serta lembaga survei untuk mengusulkan agar Undang-Undang ini di
perbaharui. 4
Banyaknya Korban jiwa baik petugas dan aparat keamanan meninggal dunia
banyak menimbulkan kritikan bagi masyarakat terutama dari segi pelaksananya yang
2 Dr. Rahmat, M.Pd.I. Ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas  Adab dan
Humaniora Gowa 27 April 2019.
3 Dr.Muh. Anwar Hafid, S.kep.,M.Kes Ketua Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Keperawatan. Gowa 2 Mei 2019
4 Dr.H.Kamaluddin Tadjibu, M.Ag, Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah
dan Komunikasi, Gowa 23 Maret 2019
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membuat para petugas kewelahan, Undang-undang ini perlu memberikan jaminan
bagi para petugas dan aparata keamanan .
Menurut Sjamsyiah, S.si., M. Si, Ph.D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan di adakannya pemilu serentak yang
menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dinilai mempermurah
biaya anggaran negara.5
Pada dasarnya Pemilu tahun 2019 mepermurah biaya anggaran dengan
diadakan pemilihan serentak antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif
Namun pada pemilu tahun ini banyak memang menimbulkan polemik hingga duka
yang di alami oleh anggota KPPS.
Menurut Suarini S.Ag, M.Ag Undang-Undang Nomor 7 merupakan UU yang
semestinya perlu di ubah secara serius. Karena dari produk undang-undang tersebut
yang sekarang terjadi ini dapat kita lihat dengan nyata segala macam pengalaman
buruk yang terjadi saat ini harus dijadikan pertimbangan untuk merumuskan aturan
baru yang lebih bisa di pertanggung jawabkan .
Banyak hal yang harus dibebaskan dari model pemilu yang penuh dengan akal-
akalan nmelainkan harus disusun UU yang lebih mendahulukan kepentingan bangsa
dan Negara, bukan pertimbangan hasrat kekuasaan semata.
2. Pelaksanaan Pemilu
Menurut Dr. Rahmat, M.Pd.I. sistem Pemilihan Umum Indonesia yang
serentak, artinya Pemilu Legislatif dan Eksekutif dilaksanakan bersamaan. Dalam
5 Sjamsyiah, S.si., M. Si, Ph.D, Ketua Jurusan Ilmu Kimia Fakultas Sains dan Teknologi, 23
Maret 2019
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Undang-Undang bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun yang menajadi suatu masalah pemilihan pada
tahun ini dilakukan secara serentak yaitu pemilihan Legislatif dan Eksekutif. 6
Menurut Dr. Ahmad Musyahid, M.Hi, terkait dengan keserantakan pemilu,
keserantakan pemilu menurut Dr. Ahmad Musyahid, M.Hi, perlu di bagi menjadi 2
jenis yaitu pemilu lokal dan Nasional sebab apabali diadakan serentak untuk tahun
berikutnya bisa berakibat pada beban pekerjaan anggota  KPPS dimana waktu kerja
KPPS saat Pemilu Serentak 2019 tidak rasional.7
Menurut Dr.Muh. Anwar Hafid Pemilu di Indonesia kembali seperti semula dan tidak
berangsung serentak, karena pemilu 2019 ini menjadi salah satu pemilu terumit yang
dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena jika bersamaan bisa menimbulkan
permasalahan dari sisi anggara pun negara harus mempunyai dana yang cukup besar dan sisi
pelaksananya pun berpotensi suara bocar lebih besar.
Pemilu serentak membuat masyarakat condong lebih memerhatikan pemilihan
presiden. Dan Jumlah kelompok golput dalam pilihan presiden 2019 ini juga diperkirakan
akan meningkat disebabkan ketidak percayaan masyarakat pada pemerintah dan lembaga
tinggi negara.
Pemisahan sistem pemilu tersebut, dinilai kurang efektif dan efisien dalam
pelaksanaan pemilu yang menganut pemerintahan sistem presidensial, karena
menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik yang terus terjadi antara
6 Dr. Rahmat, M.Pd.I. Ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan
Humaniora Gowa 27 April 2019.
7 Dr. Ahmad Musyahid, M.Hi, Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum, Gowa 14  Mei 2019
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berbagai kepentingan kelompok maupun individu, pemborosan anggaran dalam
penyelenggaraannya, maraknya politik uang, politisasi birokrasi, serta tingginya
intensitas pemilu di Indonesia.
Intensitas penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada yang terlampau sering
tersebut berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi sebagai akibat kejenuhan
publik.
Kemudian pemilu 2019 adalah pemilu minim visi dan misi karena kedua paslon hanya
menarik perhatian masyarakat dengan menjual isu agama. Seharusnya kedua paslon tersebut
berlomba dalam program kerja seperti apa yang mereka lakukan dan kontribusi apa yang
akan mereka laksanakan untuk pembangunan indonesia dan saya berharap pilpres 2019 ini
tidak membawa perpecahan karena isu agama dan banyak kebencian.
3. Kampanye Pemilu
Aturan Main Kampanye Pemilu 2019
Dilarang beriklan kampanye di media massa sebelum massa kampanye, Iklan
pada masa kampanye hanya boleh selama 21 hari yang berakhir dengan dimulainya
masa tenang, Dilarang memasang bendera parpol dan nomor urut peserta pemilu
selain ditempat-tempat yang sudah diatur, Dilarang pasang gambar pejabat negara
termasuk presiden dan wakil presiden serta mantan presiden dan wakil presiden
(kecuali ketua umum partai) pada alat peraga, Media massa wajib memberikan
kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pemutan dan penayangan
iklan kampanye, Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
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tempat pendidikan, Dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar dan
atribut selain gambaratau atribut peserta pemilu, Dilarang melakukan pertemuan
tertutup tanpa melapor ke KPU dan Bawaslu.
Menurut Sjamsyiah, S.si., M. Si, Ph.D di antara 11 tahapan pemilu, tahapan
kampanye seharusnya menjadi hal yang paling penting bagi rakyat. Melalui
kampanye para calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif
memberitahukan kepada warga masyarakat tentang apa yang akan dilakukannya jika
kelak dirinya terpilih.
Kenyataannya, sebagian besar rakyat tidak lagi memandang penting
kampanye bahkan pemilu itu sendiri karena hal ini dianggap tidak lebih dari sekedar
rutinitas lima tahunan belaka yang belum pasti akan memberikan dampak langsung
terhadap perbaikan kehidupan mereka. Terjadinya penurunan secara beruntun
partisipasi masyarakat dalam setiap gelaran pemilu di era Reformasi merupakan
bukti konkretnya. Bahkan, dalam konteks pilkada, di beberapa daerah jumlah suara
golput justru lebih besar daripada suara kemenangan pasangan calon.8
Alasan mendasar yang melatarbelakangi munculnya kekecewaan masyarakat
tersebut akibat janji pemilu yang tak kunjung pernah menjadi kenyataan. Rakyat
mulai sadar dan merasa hanya dibutuhkan suaranya saat pemilu, selanjutnya
diabaikan ketika kekuasaan telah tercapai.
8 Sjamsyiah, S.si., M. Si, Ph.D, Ketua Jurusan Ilmu Kimia Fakultas Sains dan Teknologi, 23
Maret 2019
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Menurut Suarini S.Ag, M.Ag Janji kampanye para kontestan pemilu seolah-
olah hanya menjadi pemanis bibir semata untuk mengelabui rakyat agar tertarik
memilih dirinya padahal dari semula janji tersebut (mungkin) telah direncanakan
untuk tidak dipenuhi. Maka tidak heran bila sebagian besar rakyat menganggap janji
politik sangat identik dengan kebohongan. Pemilu di mata rakyat tidak lebih dari
sekadar sebuah ajang tempat orang memberikan janji-janji untuk diingkari.9
Penyebab munculnya persoalan tersebut selain karena popularitas sebagian
kandidat jauh melebihi kemampuannya untuk menjadi politisi yang andal dan
negarawan, juga ditopang oleh semakin berkembangnya sikap rasional para pemilih
terutama "rasional secara materi". Implikasinya, money politics menjadi lebih meluas
sehingga perilaku pemilih cenderung mengarah pada munculnya "transaksi material"
yang bercorak jangka pendek dan sesaat, bukan pada "transaksi kebijakan" antara
para wakil dengan terwakil.
4. Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu
Menurut Suarini S.Ag, M.Ag di TPSnya sejak hari pertama hingga hari ke
lima pasca Pemilu, salinan C1 hasil pemungutan suara di masing-masing Panitia
Pemungutan Suara (PPS) belum juga ditempel.
Akibatnya, warga kesulitan mengakses hasil perolehan suara dari hasil
pemungutan suara di TPS. eharusnya setelah pemungutan suara, berdasarkan aturan,
salinan C1 sudah ditempel di sekretariat PPS di masing-masing desa dan kelurahan.
9 Suriani S.Ag, M.Ag Dosen Fakultas Ushuluddin,Filsafat dan Ilmu Politik, Gowa 21 Mei
2019
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Pelanggaran administratif. Dalam UU pemilu yang dimaksud pelanggaran
adminitratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan UU Pemilu yang tidak
termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam
peraturan KPU, dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah
ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran
administrasi. Misanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu,
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk
berkampanye, tidak melaporkan danaawal kampanye, pemantau pemilu melanggar
kewajiban dan larangan.
Menurut Dr.Muh. Anwar Hafid untuk pelanggaran pemilu tahun ini Sejak
akhir 2018, isu kecurangan sudah mulai menggema terutama saat munculnya
pemberitaan tentang pembajakan e-KTP. Kemudian berlanjut pada 2019, geger
kecurangan kembali tampil ke muka. Kali ini KPU menjadi sasaran utama lewat isu
keberadaan kertas suara yang sudah dicoblos, dan pencetakan kembali kertas suara
di China apabila kertas suara yang disediakan KPU habis.
Mendekati hari pencoblosan, kondisi ini diperparah lagi oleh beberapa aktor
politik yang memberi pernyataan pembenar seakan manipulasi pemilu sudah pasti
terjadi. Pernyataan seperti "jika ada kecurangan pemilu, kami lapor ke Interpol-
PBB" yang dikeluarkan oleh petinggi salah satu paslon selain tidak menghargai
kerja keras KPU, juga mengindikasikan rendahnya tingkat integritas pemilu.
Bagi pemilih, isu kecurangan hendaknya tidak diterima begitu saja. Dalam hal ini,
usaha melakukan pengecekan menjadi kewajiban utama untuk dilakukan pemilih
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setiap mendapat informasi yang bertebaran di linimasa media sosial. Tidak hanya
sebagai langkah menjaga kondusivitas pemilu, kedewasaan yang ditunjukkan
pemilih lewat kekritisannya tersebut merupakan esensi demokrasi yang terkandung
di balik proses penyelenggaraan pemilu.10
5. Tindak Pidana Pemilu
Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai Tindak Pidana
Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Pasal 488 s.d Pasal 554 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Beberapa di antaranya adalah
seperti melakukan pelanggaran atas larangan kampanye, melakukan kampanye di
luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberikan
keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih dan lain-lain.
Menurut Sjamsyiah, S.si., M. Si, Ph.D Tindak Pidana pada Pemilu Tahun ini
menurut beliau di daerah pemilihannya tidak ada, karena yang dimaksud tindak
pidana pemilu itu sendiri apabila melanggar atau menggangu jalannya proses
penyelenggaran pemilu, pelanggaran lalu lintas, merusak, penganiayan, dan
kekerasan.11
Hasil Analisis Terhadap Data Wawancara
Dari data Wawancara Dosen Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki pendapat yang berbeda beda di kalangan
10 Dr. Rahmat, M.Pd.I. Ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan
Humaniora Gowa 27 April 2019.
11 Sjamsyiah, S.si., M. Si, Ph.D, Ketua Jurusan Ilmu Kimia Fakultas Sains dan Teknologi, 23
Maret 2019
64
Dosen diantaranya ada yang sepakat dengan Undang-Undang tersebut, ada yang
tidak sepakat, dan ada pula yang memberikan usulan. Mayoritas pendapat Dosen
menkritik Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada bagian Pelaksanan Pemilihan
Umum yang menurutnya tidak rasional.
B. Pendapat Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Terhadap Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
1. Penyelenggara Pemilu
Menurut Putri Nurul Ifani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah bagus
apalagi niat KPU untuk menggelar pemilu secara serentak, namun tahapan demi tahapan
pemilu 2019 dinilia tak berjalan maksimal. Saking banyaknya surat suara, penghitungan
suara selesai sampai malam hari. Petugas banyak kelelahan, belum terkirim nya suplai surat
suara yang mengakibakatkan anggota KPPS kewelahan. Sementara itu mengenai banyaknya
petugas yang meninggal duna, tragedi tersebut merupakan kecelakan karena KPU juga tidak
mengira akan terjadi hal seperti itu.12
Namun semestinya KPU juga mengetahui adanya potensi itu untuk kemudia
melakukan antisipasi agar tidak sampai anggota KPPS meninggal dunia. Ini kembali lagi
pada persiapsn yang belum matang diluar dari persiapan KPU sendiri.
Menurut Wirna Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 banyak yang mesti di
koresksi dan di ubah terlebih pada proses pemilu yang telah berjalan membutuhkan banyak
perhatian terutama bagi petugas KPPS yang meninggal akibat kelelehan, kemudian muncul
asumsi yang mengatakan bahwa uang yang diterima oleh KPPS tidak seimbang dengan
12 Putri Nurul Ifani, Mahasiswi Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan, Gowa 28 April 2019
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beban kinerja yang dijalankan. Banyak anggota KPPS yang tidak mendapat uang makan,
bahkan jaminan kesehatan.13
Menurut Sri Wahyana Perbedaan kedua kandidat itu mengundang perhatian.
Ia pun bisa menilai mana pendukung 01 dan pendukung 02. "Tapi, seharusnya para
pendukung kedua paslon bisa melihat perbedaan itu sebagai persatuan," ujar dia.
Gery juga menyayangkan banyaknya petugas KPPS yang meninggal. Ia tak
menyangka petugas yang meninggal mencapai ratusan jiwa. "Sayang saja ya, yang
harusnya Pemilu berjalan lancar, tetapi sampai ada korban.
Menurut Darno Hamzah dari segi teknis pelaksanaan Pemilu 2019 cukup
baik. Tetapi, pendistribusian surat suara ke daerah-daerah, kata dia, sangat mepet
bahkan terlambat sampai ke TPS. "Tapi, karena ini pertama kali diselenggarakan
serentak Pilpres dan Pileg, saya kira cukup baik," ungkap dia. Meski begitu, adanya
polemik yang terjadi pasca-Pemilu harus dievaluasi. 14
Menurut Muhammad Arya Nugraha, keputusan KPU tidak tepat dengan
langsung menyamakan waktu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. "Ada
lima kertas suara dipilih jadi bikin bingung juga. Tapi untuk pemilihan presiden yang
bikin menarik itu karena persaingannya yang ketat sekali di kampungnya,
13 Wirna, Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, Gowa 27
April 2019
14 Darno Hamzah Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik,
Gowa 23 April 2019
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penyelenggaraan Pemilu tahun ini sangat lama sehingga KPU sebagai penyelenggara
harus mengevaluasi Pemilu berikutnya.15
2. Pelaksanaan Pemilu
Menurut Rezky Radhiya Usman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu di
evaluasi kembali dilihat dari pemilu tahun ini dengan upaya mepermurah harga elektoral
diniliai justru menimbulkan banyak masalah. Salah satunya pendistribusian surat
suara yang terlambat sampai kepelosok-pelosok negeri hingga kepuluan. Yang
menarik dari pemilu tahun 2019 hanya dari sistem yang baru yakni pemilihan
presiden dan legislatif digelar serentak.
Dengan sistem baru itu tidak menggambarkan sistem yang ideal seperti yang
diharapkan KPU pemilihan legislatif tidak seberapa diperhatikan oleh masyarakat,
Bhakan banyak masyarakat bingung untuk memilih calon legislatif.
Menurut Sri Wahyana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah cukup baik
namun ada suatu hal yang perlu direvisi yaitu pelakasanaan pemilu serentak yang
menyisihkan berbagaia persoalan yang menuntut penyelenggara negara untuk memikirkan
dan mengatur ulang, selain memang biayanya yang sangat mahal dan ratusan korban jiwa
berjatuhan, penghitungan suaranya pun bertele-tele. Pemilu serentak kali ini menimbulkan
kontroversi berkelanjutan, bahkan mengarah pada situasi yang makin tidak kondusif. Saat ini
15 Muhammad Arya Nugraha Mahsiswa Jurusan Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi,
Gowa 20 Mei 2019
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makin banyak pihak yang menginginkan pemilu serentak ditinjau kembali agar lebih mudah
pelaksanaannya, lebih murah biayanya, lebih cepat penyelesaianya.16
Menyisakan sejumlah polemik, mulai dari persoalan penghitungan hingga
lamanya waktu rekapitulasi di tiap TPS yang sangat lama karena digabungnya
Pilpres dan Pileg sehingga banyak anggota KPPS yang mengalami sakit dan
meninggal dunia. Selain itu, banyak pemilih yang tidak terdaftar di tiap TPS, tetapi
juga banyak pemilih yang bisa ikut mencoblos pada tanggal 17 April kemarin.
Menurut Wirna secara umum pelaksanaan pemilu 2019 cukup baik. Namun dengan
kandidat menilai secara umum pelaksanaan Pemilu 2019 cukup baik. Namun, dengan
kandidat hanya dua calon, Pemilu 2019 tak jauh berbeda dengan Pemilu 2014.
Artinya, pemilih hanya terbagi ke dua kubu kandidat capres dan cawapres.
Meski terdapat indikasi adanya black campaign dari masing-masing
pendukung 01 dan 02 menilai masing-masing pendukung bisa menjaga hubungan
satu sama lain.mungkin ada black campaign, tapi tidak terlalu kentara seperti pilpres
5 tahun lalu. Pemilu 2019 lebih efisien dan menghemat anggaran. Namun, sistem
Pemilu yang diselenggarakan serentak kali ini juga memiliki kekurangan, karena
banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. "Saran saya Pemilu mendatang
tetap seperti ini. Tapi, harus diperbaiki lagi dan tidak merugikan petugas.
Menurut Nurul Ika Zahni Namun, bagi perantau seperti Faruq, mengurus
pindah pilih di Surabaya cukup rumit. Beberapa temannya, kata Faruq, susah untuk
bisa mengurus formulir A5 agar bisa mencoblos. "Apalagi, harus menunggu sampai
16 Sri Wahyana Mahasiswi Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, Gowa 24
April 2019
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jam 12.00 siang. Jadi, mereka yang datang pagi itu harus menunggu. Jadi diulur-ulur,
itu yang bikin malas. Saya nyoblos tapi menunggu lama," kata mahasiswa asal
Kalimantan itu. Meski begitu, secara keseluruhan, sudah baik.17
Menurut Muhammad Arya Nugraha menyampaikan, dari segi administrasi,
Pemilu 2019 lebih mudah karena langsung memilih presiden dan legislatif. Tetapi,
catatan yang harus dievaluasi, yakni persiapan logistik yang dinilai tidak
memperhitungkan waktu yang diperlukan. "Jadi distribusinya enggak mepet banget.
Karena kasihan KPPS-nya sampai ada banyaknya korban jiwa," . Sistem Pemilu
serentak, menurut Arya, sudah bagus dan perlu diapresiasi. Tetapi, persiapan harus
benar-benar dimatangkan.18
Menurut dia, para kandidat masih sibuk menebar isu untuk saling
menjatuhkan pesan untuk mensejahterakan rakyat tidak tersampaikan. "Tentunya hal
ini tidak menjadi itikad baik di pandangan masyarakat. Sebagian kecil masyarakat
mungkin tertarik dengan pemilu jaman now, tapi tidak sedikit masyarakat juga
bermasa bodoh dengan persoalan ini.
Menurut Darno Hamzah Pelaksanaan Pemilu 2019 masih dihiasi oleh
perselisihan antar warga karena berbeda dukungan. Hal itu sebagai dampak dari
Pemilu 2019. Masih bertemu dengan warga yang memilih karena diberi sesuatu oleh
kandidat caleg. "Hal yang menarik yang pertama mengenai caleg yah. Banyak warga
17 Nurul Ika Zahni Mahsiswa Jurusan Ilmu Keperwatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Keperwatan, Gowa 19 Mei 2019
18 Muhammad Arya Nugraha Mahsiswa Jurusan Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi,
Gowa 20 Mei 2019
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yang ambil caleg itu yang sudah lama tapi pas hari H nya dikasih serangan eh pilih
yang dikasih serangan. Kemudian masih banyak Panitia Pemungutan Suara yang
melakukan salah input data di tingkat TPS.
3. Kampanye Pemilu
Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan
kampanye Pasal 493 “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp 12 juta”
Menurut Rezki Radhia Usman Media Kampanye Tahun ini baik dari
pendukung Paslon 01 dan 02 lebih ke Media Sosial sehingga terjadinya perdebatan
politik Mengapa perdebatan politik ada di dunia maya? Ada beberapa indikasi.
Pertama, masyarakat tidak mendapat ruang untuk mengutarakan pendapat di ruang
publik. Kedua, bergesernya fungsi ruang publik. Berikut paparannya.
Indikasi pertama diakibatkan kurang vital-nya peran jurnalis di tengah
masyarakat. Peran jurnalis idealnya ialah sebagai jembatan pengawasan masyarakat
kepada pemerintah. Artinya, berbagai kebijakan ditinjau dan dievaluasi oleh
masyarakat. Apakah kebijakan tersebut bermanfaat atau tidak. Karena,
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bagaimanapun jurnalistik ialah jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam
mewujudkan opini publik19
Kurangnya edukasi politik disebabkan partai yang tidak dapat menjangkau
seluruh masyarakat Indonesia. Adanya kemajuan teknologi seperti internet dapat
menjadi kesempatan bagi parpol untuk dapat menjangkau masyarakat, namun
masyarakat juga harus tetap berhati-hati dalam menerima informasi agar tidak mudah
terprovokasi oleh berita bohong (hoax). Masyarakat harus cerdas dan kritis dalam
menyaring informasi jelang Pemilu 2019.
4. Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu
Menurut Wirna Pelanggaran Pemilu yang terjadi di daerahnya Bulukumba
biasanya di lakukan PPS sengaja mencoret nama orang yang mempunyai hak pillih
dengan alasan karena sudah meninggal atau sudah pindah alamat dan seterusnya
padahal orangnya masih hidup dan ada ditempat domisilinya 20
Menurut Putri Nurul Ifani pada saat hari pencoblosan ia merupakan korban
serangan fajar pada saat itu, pasalnya ia di tawarkan uang Rp.100.000 (Seratus Ribu)
jika ia mencoblos Calon Legislatif A dan Calon Presiden B.21
Menrut Darno Hamzah untuk penyelenggara itu sendiri terkhusus di
daerahnya di Polman bagi anggota PPS mengijikan pemilih untuk untuk ditemani
pada saat hari pencoblosan padahal Si pemilih ini sebenanrnya mampu untuk
19 Rezky Radhia Usman, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan
Komunikasi, Gowa 24 April 2019
20 Wirna, Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, Gowa 27
April 2019
21 Putri Nurul Ifani, Mahasiswi Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan, Gowa 28 April 2019
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mencoblos, kemudian untuk pelanggaran selanjutnya para Caleg banyak melakukan
money politik membagikan berbagai sembako, pakaian dan uang ke masyarakat agar
di pilih.22
5. Tindak Pidana Pemilu
Menurut Wirna Tindak Pidana Pemilu tidak terjadi di daerah pemilihannya
menurutnya proses pemilihan baik dan aman karena sudah ada aparat keamanan baik
Polisi yang sudah mengawasi jalanya proses pemilihan TPSnya.
Menurut Putri Nurul Ifani Tidak ada kekerasan, penganiayaan atau pun tindak
pidana di daerahnya di Bantaeng menurutnya proses dan jalanya pemilih aman-aman
saja Namun menurutnya hanya percekcokan antara pendukung Paslon 01 dan 02
yang silih menghujat satu sama lain.23
Hasil Analisis Terhadap Data Wawancara
Dari data Wawancara Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum juga memiliki beberapa pendapat yang berbeda beda
yakni ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, dan ada pula yang memberikan
usulan terkait Undang-Undang tersebut. Mayoritas pendapat dari Mahsiswa
menkritik pada bagian Pelaksanan Pemilihan Umum dan Kampanye Pemilihan
Umum.
22 Darno Hamzah Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik,
Gowa 23 April 2019
23 Putri Nurul Ifani, Mahasiswi Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan





1. Pendapat Dosen Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum memiliki pendapat yang berbeda beda di kalangan Dosen
diantaranya ada yang sepakat dengan Undang-Undang tersebut, ada yang tidak
sepakat, dan ada pula yang memberikan usulan. Mayoritas pendapat Dosen
menkritik Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada bagian Pelaksanan
Pemilihan Umum yang menurutnya tidak rasional.
2. Pendapat Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum juga memiliki beberapa pendapat yang berbeda beda
yakni ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, dan ada pula yang memberikan
usulan terkait Undang-Undang tersebut. Mayoritas pendapat dari Mahsiswa




1. Seharusnya dalam pemilihan anggota PPS atau KPPS lebih di perketat
terutamanya dari segi kemampuan fisik dan kesehatan serta riwayat penyakit
lainya yang di derita oleh calon anggota PPS dan KPPS.
2. Seharusnya keuangan setiap peserta pemilu diawasi dengan ketat oleh lembaga
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